PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR & ; TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUEKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. bahwa  dengan berlakunya  Peraturan Dacrah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
tentang perubahan kedua atas peraturan daerah
kabupaten lampung eelatan nomor 7 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
kabupaten lampung selatan, maka perlu dilakukan
penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dacrah pada

Pemerintah Kabupaten Lampung Sclatan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis
penunjang  Dinas dan Badan Daerah dalam
meningkatkan pelayanan kepadi daerah agar berjalan
lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu
menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan

Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6955);

4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (AOT);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468)
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 MNomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Y. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan
daerah kabupaten lampung selatan nomaor 7 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah kabupaten lampung selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organizasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Lampung Selatan,

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

L

10,

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah
Kabupaten Lampung Selatan .

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah Kabupaten Lampung Selatan.

Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah di Kabupaten Lampung Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Dacrah yang selanjutnya disinghkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD
adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung
Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disinglkat UPTB
adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis  tertentu dalam mendukung pelaksanaan ugas
organisasi induknya di Kabupaten Lampung Selatan.

Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung
Selatan

Tugas Teknis Operasional adalah  tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanalkan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induknya,

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sescorang
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri,



BARII
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGASDAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :
1. Dinas Pendidikan, terdiri dar :
1. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, yaitu:

1) SD Negeri 1 Candimas,
2 SD Negeri 2 Candimas;
3) SD Negeri 3 Candimas;
4 SD Negeri | Way Sari,

3) 3D Negeri 1 Branti Raya;
&) SD Negeri 2 Branti Raya;

7) 8D Negeri 3 Branti Raya;
8) 8D Negeri 4 Branti Raya;
9) 3D Negeri 1 Sukadamai,

10} SD Negeri 3 Sukadamai,
11) SD Negeri 4 Sukadamai,
12) SD Negeri 1 Negara Ratu;
13) SD Negeri 2 Negara Ratu;
14) 5D Negeri 3 Negara Ratu;
15) SD Negeri 1 Natar;

16) SD Negeri 2 Natar;

17) SD Negeri 3 Natar;

18) SD Negeri 4 Natar;

19) S0 Negeri 1 Merak Batin;
20) SD Negeri 2 Merak Batin;
21) SD Negeri 3 Merak Batin;
23) SD Negeri 4 Merak Batin;
23) 8D Negeri 5 Merak Batin;
24) SD Negeri 1 Kalisari;

25) SD Negeri 2 Kalisar;

28) SD Negeri 1 Rulung Raya;
27) 8D Negeri 2 Rulung Raya;
28) SD Negeri 3 Rulung Raya;
29) 8D MNegeri 1 Rulung Sari;
a0) SD Negeri 2 Rulung San;
31) SD Negeri 1 Rulung Mulya;
32) SD Negeri 2 Rulung Mulya;
33) S0 Negeri 1 Rulung Helok;
34) SD Negeri 1 Rejosari;

a9 SD Negeri 3 Rejosari;

36) SD Negeri 4 Rejosari;

a7 SD Negeri 1 Tanjung Sari;
38) SD Negeri 2 Tanjung Sari;
39 SD Negeri 1 Bandarejo;
40 SD Negeri 2 Bandarejo;



398) SD Negeri 3 Kertosari

399) SD Negen 4 Kertosari

400) 3D Negeni 5 Kertosari

401) SD Negenn Wawasan

402) 8D Negeri Malang Sari

403) 3D Negeri 1 Mulyosari

404) 8D Negeri 2 Mulyosan

405) SD Negeri 1 Purwodadi Dalam
406) 8D Negen 2 Purwodadi Dalam
407) SD Negeri 1 Wonodadi

408) SD Negeri 2 Wonodadi

4049) 3D Negeri Bangun Sari

410) 3D Negen Sidomulbkti

411) SD Negeri 1 Karang Pucung
412) 8D Negeri 2 Karang Pucung
413) SD Negeri Mekarsari

414) 8D Negeri Pamulihan

415) SD Megeri Banjar Sari

416) SD Negeri Talang Way Sulan
417) 8D Negeri Purwodadi

418) SD Negeri Sumber Agung
419) SD Negeri 1 Sidoharjo

420) 3D Negeri 2 Sidoharjo

421) SD Negeri 3 Sidoharjo

422) SD Negeri 4 Sidoharjo

423) SD Negeri 1 Balinuraga
424) SD Negeri 2 Balinuraga

425) SD Negeri 3 Balinuraga

426) SD Negeri Sidoreno

427) 8D Negen Sidomakmur

428) SD Negert 1 Tajimalela

429) SD Negeri 3 Tajimalela

430) SD Negeri 4 Tajimalela

431) 8D Negeri 1 Way Urang
432) SD Negeri 2 Way Urang
433) 3D Negeri 3 Way Urang
434) 8D Negeri 1 Palembapang
435) SD Negeri 2 Palembapang
436) 5D Negeri 3 Palembapang
437) 8D Negeri 1 Merak Belantung
438) 5D Negeri 2 Merak Belantung
439) 3D Negeri 3 Merak Belantung
440) 8D Negeri 1 Way Lubuk
441] 5D Negen 2 Way Lubuk
442} SD Negen | Sukaratu

443) SD Negeri 2 Sukaratu

444) 30 Negeri 1 Canggu

445) 5D Negeri 2 Canggu

446) 3D Negen 3 Canggu

447) 8D Negeri 1 Kalianda

448) SD Negeri 2 Kalianda



BAB Il
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas

1<)

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas
Pendidikan dalam proses belajar mengajar pada satuan
pendidikan Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagmimana pada ayat (1),
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai
fungsi :
a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar
sekolah, olahraga, dan kesenian pelajar di sekolah:
¢. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga
kependidikan di sekolah;

d. pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;

e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan,
ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Busunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar, terdin dari
a. Kepala Sekolah; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Sekolah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau
pamong belajar yvang diberikan tugas tambahan, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior yang  berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Bagan Strukitur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1]

(2)

(1)

Paragrafl 3
Uraian Tugas
Pasal 7

Kepala Sekolah mempunyai tugas Memimpin,
mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun
program dan kegiatan proses belajar mengajar pada
satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

Uraian tugas Kepala Sckolah, yaitu :

a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan
dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;

b, mengatur keglatan belajar mengajar, bimbingan,
ekstra-kurikulerdan organisasi kesiswaan;

¢. melaksanakan penyiapan data dan informasi
kesiswaan dan wali murid;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
belajar mengajar;

e. menyelenggarakan administrasi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian,
pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasaran; dan

f  melaksanakan nigas lain yang diberikan oleh atasan.

Pazal 8

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau
pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas
satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sekolah.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

membuat perangkat pembelajaran;
melaksanakan kegiatan pembelajaran;
melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan
pengayaan;
f melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada
guru lain dalam proses belajar mengajar;
membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
menumbuh kembangkan sikap dan pengembangan
karakter peserta didik;
i. melaksanakan pengembangan program pengajaran
vang menjadi tanggungjawabnya;
membuat cacatan tentang kemajuan hasil belajar;
. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa scbelum
memulai pembelajaran; dan
|. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesual  ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.
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BAGAN STRUKTUR GROGANISASI LAMPIRAN XXIII : FERATURAN BUPATI LAMPLUNCG SELATAN

UPTD PEMADAM KEBAKARAN NOMOR : <] TAHUN 2024
DAN PENY ELAMATAN TANGGAL ¢ 7 Mef 2024
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA UPTD
SUB BAGIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TATA USAHA

FUNGSIONAL UMUM /
PELARSANA
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